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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa: 

a. Duduk Perkara ini bermula dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh 

Pemohon untuk ketiga kalinya terhadap Termohon yang sama di Pengadilan 

Agama Payakumbuh. Dua permohonan sebelumnya (Nomor 

330/Pdt.G/2023/PA.Pyk dan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Pyk) telah diputus 

dan ditetapkan sidang ikrar talaknya, namun dinyatakan gugur karena 

Pemohon tidak hadir untuk mengucapkan ikrar talak tanpa alasan yang sah. 

b. Analisis komparatif terhadap perkara nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pyk, 

450/Pdt.G/2024/PA.Pyk, dan 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk menunjukkan adanya 

identitas kesamaan mutlak pada subjek (para pihak), objek permohonan 

(cerai talak), dan alasan hukum (posita). Hal ini menunjukkan adanya 

pengulangan perkara yang identik secara berturut-turut dalam kurun waktu 

2023 hingga 2025.  

c. Analisis terhadap perkara nomor 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk menyimpulkan 

bahwa meskipun secara tekstual permohonan cerai talak yang diajukan 

tampak memenuhi unsur kumulatif asas ne bis in idem sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1917 KUHPerdata mengingat adanya kesamaan subjek, objek, 

dan dalil dengan dua perkara terdahulu, namun terdapat karakteristik yuridis 

khusus yang meluruhkan sifat finalitas putusan tersebut. Titik krusial terletak 

pada fakta bahwa dua izin menjatuhkan talak sebelumnya dinyatakan gugur 

demi hukum karena Pemohon tidak melaksanakan ikrar talak dalam tenggang 

waktu enam bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (4) Kompilasi 

Hukum Islam. Hal ini menyebabkan kekuatan eksekutorial putusan hapus dan 

status hukum para pihak kembali ke keadaan semula, sehingga secara teknis 

belum terjadi tindakan hukum res judicata yang sempurna mengenai status 
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perceraian tersebut. Oleh karena itu, pengajuan cerai talak kembali dalam 

Perkara Nomor 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk tidak dapat dikategorikan sebagai ne 

bis in idem. Perkara Nomor 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk secara hukum formal 

harus dinyatakan dapat diterima, diperiksa, dan diadili oleh Pengadilan 

Agama Payakumbuh. 

 

5.2. Saran   

Adapun saran yang ditunjukkan oleh peneliti dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Para Hakim Pengadilan Agama 

Disarankan agar para hakim dalam menangani perkara cerai talak yang 

diajukan secara berulang tetap mengedepankan asas keadilan substantif dan 

kemanfaatan hukum (al-maslahah). Hakim perlu melakukan identifikasi cermat 

terhadap alasan di balik tidak terlaksananya ikrar talak pada perkara 

sebelumnya. Jika ditemukan bahwa alasan perulangan tersebut adalah demi 

kepastian status hukum bagi pihak istri (Termohon) agar tidak terombang-

ambing dalam status perkawinan yang secara de facto sudah pecah, maka 

terobosan hukum dengan mengesampingkan asas ne bis in idem secara kaku 

sangat dianjurkan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar. 

b. Bagi Lembaga Pengadilan Agama (Manajemen Perkara) 

Kepada pihak Pengadilan Agama untuk meningkatkan fungsi edukasi dan 

pengawasan terhadap para pihak setelah putusan izin ikrar talak dijatuhkan. 

Perlu ada mekanisme peringatan dini (early warning system) kepada Pemohon 

mengenai tenggang waktu enam bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat 

(4) KHI. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penumpukan perkara 

yang sama di masa depan akibat kelalaian Pemohon dalam melaksanakan ikrar 

talak, sehingga efisiensi dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan 

dapat terwujud. 
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c. Bagi Pihak Berperkara (Masyarakat) 

Kepada masyarakat, khususnya para Pemohon cerai talak, disarankan 

untuk memiliki kesadaran hukum mengenai konsekuensi yuridis dari sebuah 

putusan pengadilan. Penting untuk dipahami bahwa izin menjatuhkan talak 

memiliki batas waktu kedaluwarsa. Oleh karena itu, Pemohon hendaknya 

bertanggung jawab menyelesaikan proses hukum hingga tahap ikrar talak agar 

tercipta kepastian hukum yang utuh bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan 

pihak istri secara hak batiniah maupun administratif. 
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